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BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 37 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lambang Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daeah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



3 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakbir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 79); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi 
dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 
[Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Pajak Air Tanah [Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
[Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 4); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasern Nornor 4 Tahun 
2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasern Tahun 2011 Nomor 4, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasern Nornor 8 Tahun 
2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Karangasern Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasern Nornor 7); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasern Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekornunikasi (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2011 Nornor 10, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nornor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekornunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nornor 11 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan 
Persarnpahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2011 Nornor 11, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Pelayanan 
Persarnpahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2017 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nornor 6); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nornor 15 
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nornor 15, 
Tarnbahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nornor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan Jalan (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Karangasern Tahun 2015 Nomor 8, Tarnbahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 8); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak 
Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 3); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 
Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Pajak Hiburan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 16); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 17); 
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50. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 18); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 22 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 19); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 20); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 21); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 22); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 26 
Tahun 2011 ten tang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 18,Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasern Tahun 2016 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 15); 
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 5); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 
Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem 6); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 
2012 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 8); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12 
Tahun 2012 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 
Tahun 2012 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 14); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 
2013 ten tang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman 
Beralkohol ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 2); 
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64. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 20-16 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8); 

65. Peraturan Daerab Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tabun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, 
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 2); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 
Tabun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tabun 2021 
Nomor 13); 

67. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 40); 

68. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tabun 
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran 
Daerab Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 4); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerab adalab Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalab Pemerintab Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalab Bupati Karangasem. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disingkat DPRD adalab 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab yang selanjutnya disingkat APBD 
adalab rencana keuangan tabunan Daerab yang ditetapkan dengan Perda. 
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Pasal 2 

APED Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.595.275.322.771,00 (Satu 
triliun lima rats sembilan puluh lima milar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga 
ratus dua puluh da ribu tujuh rats tujuh puluh sat rupiah) bertambah 
sebesar Rp. 110.386.712.042,00 (Seratus sepuluh milar tiga ratus delapan 
pluh enam juta tujuh rats da belas ribu empat puluh dua rupiah) sehingga 
menjadi Rp. 1.705.662.034.813,00 (Sat triliyun tuujuh rats lima milar enam 
ratuus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu delapan rats tiga belas rupiah) 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan daerah 
1. Semula 
2. Bertambah/berkurang 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan 

Rp. 1.545.248.459.347,00 
Rp. 42.225.131.930,00 

Rp. 1.587.473.591.277,00 

b. Belanja daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/berkurang 

Jumlah belanja daerah 
perubahan 

c. Pembiayaan daerah 
1. Penerimaan pembiayaan 

a) Semula 
b) Bertambah/berkurang 

setelah 

Rp. 
Rp. 

50.026.863.424,00 
68.161.580.112,00 

Rp. 1.592.775.322.771,00 
Rp. 110.386.712.042,00 

Rp. 1.703.162.034.813,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan 

2, Pengeluaran pembiayaan 
a) Semula 
b) Bertambah/berkurang 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah peru bahan 

Jumlah pembiayaan neto setelah 
perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
perubahan 

Rp. 
Rp 

Rp. 118.188.443.536,00 

2.500.000.000,00 
0,00 

Rp. 2.500.000.000,00 

Rp. 115.688.443.536,00 

Rp. 0,00 
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Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini yang terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi 
menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 

Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan 

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
hibah; 

4. Lampiran IV Daftar nama pencrima, alamat penerima dan besaran 
bantuan sosial; 

5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran 
belanja bagi hasil; 

7. Lampiran VII Rincian Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan 
Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan 
Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 
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Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 13 Oktober 2022 

BUPATI KARANGASEM, p? 

{1GEDE DANA 

TAHUN 2022 NOMOR 37 BERITA DAERAH KABUP 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 13 Oktober 2022 

SEKRETARIS AERAH KABUPATEN KARANGASEM, 


